PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

:a.  bahwa
orang bagi p pribadi dan
sosialnya serta merupakan bagian penting bagi
ketahanan nasional;

b. bahwa hak P informasi T hak
asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

pokok setiap

£ bahwa k buk il si publik ipakan sarana
dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

d.  bahwa pengelolaan informasi publik merupakan
salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat
informasi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat :  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan
berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah
sebagai dasar anggota Komisi Informasi

pada periode dimaksud.

BAB V1L
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 35

(1)  Setiap Pemohon i Publik dapat jukan ket secara
tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
berdasarkan alasan berikut:

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
1 dalam Pasal 17;

b. tidak disedial i i berkala sebagai ksud
dalam Pasal 9;

c. tidakd iny i infc

d. permintaan id tidak seb yang
diminta;

e. tidak di hi 3

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
Undang-Undang ini.
(2)  Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'b sampai dengan
huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah
pihak.




